Menimbang :
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GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALU
KU
NOMOR 38.a TAMUN 2015

TENTANG

| PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

a. bahwa untuk keseragaman seria tertib

administrasi  pengclolaan  keuangan
daerah, perlu diatur ketentuan tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas
Beban APBD Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf &

u menetapkan Peraturanl Gubernur

perl '
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negen

Atas Beban APBD Tahun Anggaran 2016;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik [ndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958
tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890),

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Lembarzn hegara Nouor 425
Undang-Undang Yomor 12 Tabnm 2004
tentang Pemericszzn Pengelilzan dazn
Tanggung Jawzb Keoangsn Tegarz
(Lembaran hegara Tzhun 2004 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Yegarz Nomor
4400j);

Undang-Undang Nomor 5 Tabum 2014
tentang Aperatur Sipil legerz Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5994];
Undang-Undang Nomor 23 Takun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repubik jndonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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10.

11.

58 Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 5679);

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahup
2004 tentang Kedudukan Protokoler dar
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan FPeraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang telah mengalami
beberapa kali perubahan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Alas Peraturan Menteri Dalam Nege"
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Menetapkan

12,

13.

14,

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor
5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Maluku Nomor 12);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN APBD TAHUN ANGGARAN

2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas adalah perj

alanan dalam daerah dan luar

daerah dalam rangka melaksanakan program dan tugas

pemerintahan.
2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan oleh pPemerintah Daerah dan Dewan
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0.

Pejabat Negara QCaiall rlGSiuci, rruse === .
Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, Dan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Kepala Daerah adalah Gu
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil
Bupati/Wakil Walikota.

Pejabat Daerah adalah anggo
Daerah baik yang bertindak se

sebagai anggota.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah ketua dan
wakil - wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.

. bat Struktural adalah pejabat yang
e tu berdasarkan

Gubernur untuk menduduki jabatan terten asars
. . ratnran perundang-undangan yans mehpxiﬁ; )
- = iohata

bernur/Bupati/Walikota atau
Gubernur/Wakil

ta Dewan Perwakilan Rakyat
bagai pimpinan maupun

diangkat oleh
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12. Aparatur Sipi.l Nega;-a yang selanjutnya disingkat ASN
adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah
Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi
di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

13. Pejabat Non struktural adalah pejabat fungsional tertentu
dan pemangku jabatan fungsional umum.

14. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat
oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

15. Pemangku jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya
disebut staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. PNS daerah adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja
pada pemerintah provinsi.

17. PNS Pusat adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

18. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan
kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang
ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.

19. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar
aktivitas penugasan dilakukan. ‘

20. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor dari pejabat
tertentu bekerja atau lokasi lain yvang ditetapkan sebagai

1 titik akhir kepulangan. |
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
j disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran. |

& 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

o pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
483
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. ut adalah orang yans bukan Pejabat negara dan/ Atay
23. Pengl eri sipil karena sifat penugasan dan/ atay

awail neg -
e ganya hak-hak protokoler dari pejabat negara gy,
are

pegawai negeri sipil, dan masyarakat yang mempuny,
keterkaitan dengan progr.am- pe?'nermtah }:frovmm Maluky,
dapat ditunjuk mendampingl pejapdt ncg?il‘a atau pegawg;
negeri sipil yang melaksanakan per_;ala.nan mas,

94. Pertimbangan profesional adalah- suatu pc-rh.mbangan yang
memperhatikan asaz umuimn perjalanan ‘dmas da'n kriteria
suatu penugasan yang membutuhkan perja]«’fman dmf‘w_"

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

27. Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian  kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaal

APBD pada SKPD.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah

iu rat p{rnggasan untuk melaksanakan tugas tertentu.

' :I,,r,?; ,ngll:rh Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkal
lJJaug }c:ari-,]n :(l]-:sthuntuk. mEIaktszlan perjalanan dina% -
hari perialanag d;:'l auzng yang dihitung berdasarkan jum®

23 Uang representasi a:al:}l: 1d }bayarkan q ceara lumpsullﬂf- .

h tambahan biaya lumpsum hans

29.
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34.

36.
i

38.

Biaya akomodasi adalah
menggunakan fasilitas hotel

lainnya seclama melaksanakan
dibayarkan secara riil.

biaya penginapan  yang

atau  tempat  penginapan
perjalanan  dinas, yang

Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara
yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.

AL‘rport tax adalah pajak yang harus dibaynrkzm di bandara.
Biaya nil adalah biaya yang dikeluarkan sesusai dengan
bukti pengeluaran yang sah.

Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam
bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat
atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi:

a.
b.

Perjalanan dinas adalah pergerakan fisik:

a.
t b.
C.
P
d.
l-
SA

Melaksanakan program dan tugas pemerintahan

Memenuhi undangan dari pihak lain yang berkompeten
dalam rangka protokoler kenegeraan, meningkatkan
kapabilitas, meningkatkan koordinasi, dan penyamaan
persepsi. '
Mendapatkan informasi yang lebih mendalam langsung dari
narasumber yang kurang optimal jika dilakukan melalui
sistem informasi dan komunikasi yang ada.

Pasal 3

Berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

Untuk melaksanakan penugasan;
Dengan menggunakan satu
transportasi;

Dengan ditentukan tempat ;
lokasi tujuan, dan lokasi kembali;

atau beberapd maocda

atau lokasi keberangkatail,

Scanned by CamScanner



waktu tertentu;

Untuk suatu jangka ncana tanggal keberangkatan g

f Telah ditctap}a?an re
tanggal kembali;

g Tersedia dana
tyjuan penugasan p
berkenaan.

dan kegiatannya berkesesuaian dengap
ada DPA-SKPD dari APBD tahyp

Pasal 4

Ruang lingkup perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan

Gubernur ini meliputi:

Asaz umum,;

Kewenangan;

Perencanaan penugasain,
Hak-hak keuangan;
Pembebanan ;

Belanja;

Pelaksanaan perjalanan dinas;
Pertanggungjawaban;
Akuntabilitas dan transparansi.

g ot A0 OP

BAB il
AZAS UMUM
Pasal 5
(1) Perjalanan dinas dilaksanakan secara:

a. Selektif:
b. Tertib;
c. Taat pada peraraturan perundang-undangan;
d. Relevan;
e. Efektif;
f.  Ekonomis dan efisien;
8- Bertanggungjawab.

Seleklif sebagaimana dimakasud pada ayat (1) hurt! |
adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala
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prioritas  dan  berkaitan dengan  penyelenggaran
pemerintahan.

(3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah
perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran
pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak
tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta
didukung bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan
dan disampaikan secara tepat waktu.

(4) Taat pada peraturang perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas
harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4,
adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok
dan fungsi serta tugas pemerintahan.

(6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa
pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan
manfaat yang optimal mendukung percepatan target
kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan
koordinasi, serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang
lebih akurat.

(7) Ekonomis dan efisien sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf

f, adalah bahwa :

a. Jumlah PNS/Pejabat tertentu/pengikut yang
diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;

b. Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan
memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya
terendah;

c. Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang
dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal;

(8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, adalah yang melakukan perjalanan dinas wajib
membuat laporan hasil perjalanan dinas.

b 487
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BAB 1V
KEWENANGAN
Pasal 6

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPp
yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
andatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut ;
Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur

Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT dan Sppp
ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubemyr
berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh

Wakil Gubernur.

b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani

oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh

Sekretaris DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan

maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua

DPRD.

c. Untuk PNS dalam lingkungan Sekretariat Daerah -

1. Bagi Pejabat Eselon I, SPT ditandatangani oleh
Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka
SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

2. Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh
Gubernur dan atau Wakil Gubernur. Dalam hal
Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maké
SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakil
Sekretaris Daerah,

3. gggnngabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, Sgﬂiaa’:

sty Bl : D di luar Sekret

gai1 berikuyt -

(1)

(2) Pen
a.
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13

Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh
Gubernur dan atau Wakil Gubernur. Dalam hal
Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka
SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang
mewakili Sekretaris Daerah.

Bagi Pejabat Eselon 11], Esclon 1V dan Staf, SPT dan
SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal
Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala
SKPD.

e. Untuk PNS pada Kantor Perwakilan Daerah yang

rkedudukan di luar Provinsi Maluku diatur sebagai

berikut :
1. Bagi Kepala Kantor Perwakilan Daerah, SPT dan

Scanned by CamScanner

SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor yang
bersangkutan.

Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPPT dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan
Daerah. Dalam hal Kepala Kantor Perwakilan
berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Pejabat yang mewakili Kepala Kantor

Perwakilan Daerah.

Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
berkedudukan di lbu Kota Provinsi Maluku diatur

sebagai berikut :

1.

Bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD ditandatangani
oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT. Dalam
hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala
SKPD.

Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Kepala
UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD
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a

i

Penugasan

ditandatangani oleh Pejabat v
yan
UPT. 8 Mevaig,

Untuk PNS pada Unit Pelaksang )
berkedudukan di luar Tbu Kota py
sebagai berikut :

Teh'lis (UP]’] .
OVinsj M ’
alyky, Q
Bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD Perjalan
dalam daerah ditandatangani oleh Ke
bersangkutan. Sedangkan untyi Perjalangy Yang
luar daerah, SPT ditandatanganj gleh Kepala g;';
Induk yang bersangkutan dan SPRY
ditandatangani  oleh  Kepala ypy yanp
bersangkutan.
Bagi Pejabat lainnya serta Staf, SPT dap SPPD
ditandatangani oleh Kepala  UPT yang
bersangkutan. Dalam hal Kepala UPT berhalangan,
maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat
yang mewakili Kepala UPT yang bersangkutan.

an gip,
pala Upp,

Pasal 7

yang membutuhkan perjalanan dinas untuk

pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku diatur sesuai
dengan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

(1) Kepala

mengajuk
kepada P

a.

b.
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Program ke
Perintah
Ketua pp

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 8

Maluku

SKPD dan Anggota DPRD Provinsi dina$

4n  perencanaan penugasan perjalana’
clabat yang menyetujui berdasarkan:

rja d intahan; i,
Ja dan tugas pemerintah ” Guber®
tertulis dari Gubernur, Wa

RD Provinsi Maluku atau Sekret



c. Undangan tertulis darj pihak
kegiatan yang berkesesuaian de
tercantum dalam DPA-SKPD:

lain tentang suatu
ngan kegiatan yang

Pasal 9

Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berilaut:

a.

b.

c.
d.

Dasar perencanaan penugasan;

Pemenuhan kriteria penugasan yang membutuhkan
perjalanan dinas;

Lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
Nama-nama yang akan mengikuti kegiatan;

Alasan menyertakan pejabat lainnya, unsur lainnya dan
pengikut;

Total rencana biaya.

Pasal 10

Jumlah hari perjalanan dinas adalah:

a.

b.

Untuk luar daerah sebanyak-banyaknya 4 {empat) hari
kalender untuk setiap penugasarn,

Untuk dalam daerah sebanyak-banyaknya 4 (empat) har.i
kalender untuk setiap penugasan ke kebupaten terkecuali
Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak-banyaknya 6

{enam} Thari kalender scdangkan untuk penugasan

pengawasan oleh inspektorat Provinsi dan kegiatan reses

DPRD disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan; o
Untuk perjalanan dinas dalam daerah “‘faktu :;fn -
perjalanan dan waktu melaksanakan aktifitas
membutuhkan waktu 6 {enam) jam. . o
Jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaqnanii :nnneiqls:;lg
pada huruf a dan huruf b, make_i pr;mg g
mengajukan telaah kepada Sekretanst kr:s
menyampaikan pertimbangan dan alasan te -
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Pasal 11

(1) Dalam hal penugasan mengikutsertakan pejabat
berasal dari instansi pemerintah diluar pemerintzljng
Provinst Maluku maka Sekretaris Daerah rnengiﬁmkzn
§urat pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan
instansi pemerintah di luar pemerintahan Provinsi Malukun

(2) Pimpinan instansi pemerintahan di luar pemerintahan
Provinsi Maluku membuat SPT dan SPPD dengan

pembebanan biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah
Provinsi Maluku.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 12

(1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan
biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :

a. Biaya Transportasi;

b. Biaya Penginapan;

c. Uang Harian; dan/atau

d. Uang Representasi.

(2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil, terdiri dari :

a. Biaya tiket pesawat / kapal laut pergi pulang untuk
perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dina®
dalam daerah;

b. Biaya airport tax atau sejenisnya;

(3) Dalam keadaan tertentu apabila terjadi e
kegiatan secara mendadak oleh pihak pﬁn}’d"-‘nggmn
dimana tiket sudah diperoleh dan yang be?sangku :
belum berangkat ketempat tujuan, maka F' Py
keberangkatan dapat dibayarkan/ digantl n
memberikan/ melampirkan bukti pembatalan kegiatall

Penundaan
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tiket dan biaya lainnya ] .
dibayarkan/diganti d.e};lg 31{ ani e:ﬁ;ﬁ; kc;jeluarkan dapat
bukti pembatalan kegiatan dan b .kti / melampirkan
Biaya Penginapan sebagai o e
huraf b dibayarkan agaimana dlm'aksud pada ayat (1)
sebesar hari pen sesty dcnge?n Biaya Riil dan dibitung
g penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
me:;ungilan 3;)ang mela:kukan perjalan dinas tidak
e iaya penginapan, maka biaya penginapan
diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di
tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.
Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi, yang terdiri dari :
a. Uang makan;
b. Uang saku; dan
c. Biaya transport Jokal/transport bandara;
Penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan (DIKLATPIM) di luar daerah atau mengikuti
Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau
sejenisnya yang lama hari melebihi 4 (empat) hari kerja
maka pada hari ke 5 (lima) dan seterusnya tidak diberikan
uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetapi
hanya diberikan uang saku.
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
huruf d dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada

Pejabat Negara, Pim*pinan/Anggota DPRD, Pejabat Es'eion I
dan Pejabat Eselon 1l selama melakukan Perjalanan Dinas.
Penyetaraan tingkat biaya P ] ¢ Pegawal
Tidak Tetap yansg melakukan perjalanan

rah ditentukan oleh PA/KPA sesual

kepentingan negara/dae | =
dengan tingkat pendidikan/ kepatutan;tugas yang
bersangkutan.
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(1)

(2)

(3)

(1)
()
(3)

(1)

(2)

BAB VII
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapgt
dibayarkan sectinggi-tingginya 75% darn perhitungan biaya
perjalanan dinas yang dibutuhkan diluar biaya untuk
konstribusi dan transportasi.

Sebelum pembayaran uang muka, Sekretaris/Kepala
Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan / Kepala Sub
Bagian Tata usaha Melakukan penelitian kelengkapan
dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan
anggaran.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas
sehelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus
melakukan visum SPPD ditempat tujuan.

Visum SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah
maka dapat ditandatangani pimpinan perusahaan atau
organisasi yang dikunjungi dan dibubuhi dengan stempel
perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

Setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib mem buat
laporan perjalanan dinas. :
Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sfepi'l"JElng
mempunyai tujuan penugasan yang sama.
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Pasal 16

Setiap yang melakukan perjalanan dj
. : -dmas selambat- _
(tujuh} hari kalender menyampaikan dzkunt:ea; }Z?:(?B;y a7
ukung

ffﬂil ssegii;las gsz;fl - .If‘e“"““gan/ Kepala Sub Bagian

glan Tata Usaha :

a. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tibz
tanggal berangkat, nama jelas pejabat yan S

X , g memvisum
serta' jabatan dari pejabat yang memvisum; ’

b. Bukti akomodasi berupa bill hotel/kuitansi biro
perjalanan/bukti elektronik lainnya;

c. Jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf b untuk
2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi
tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran I dan
dalam bukti mencantumkan nama 2 {dua) orang;

d. Bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda
transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang
melaksanakan perjalanan dinas berikut boarding pass;

e. Jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan
boarding pass sebagaimana dimaksud huruf d tidak sama
maka harus dibuatkan surat pernyataan disetujui oleh
kepala SKPD.

f. Bukt airport tax apabila terpisah dari harga tiket;

Surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas ljtotel atau

penginapan‘ bagi yang melakukan pexjalan-an dinas yang

tidak menyertakan bukti hotel atzz penginapan sebagal
- kung pembayaran akomodast.

h. gﬁf; p;:f:yl;aagnpeseba;aimana dim a]_{sfjd pada huruf g
tercantum dalam lampiran 1l peraturan il

Pasal 17

gian Keuangan/

Sub Ba 4
Kepala pejabat  pengi!

Usaha Sebagai _
guji keabsahan tagihan,;

Kepala Bagian Keuangan/
Kepala Sub Bagian Tata

kepul d eiabat pen
pulangan dan peJ 405
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dimaksud dalam pasal 17 membuat :
a. Membuat kuitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;
b. Perhitungan rampung;

C. Membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan
pembayaran.
Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf ¢ setelah diverifikasi oleh pejabat
penatausahaan keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

hl] |119 MmMeAanitranalrmaé
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan pcnempaat's‘mnr a
dalam Berita Daerah Provinsi Maluky. o

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 3 Agustus 2015

GUBERNUR MALUKU,
Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 38.a
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